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BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan, Peneliti menarik Kesimpulan 

Sebagai Berikut: 

1. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam rangka mencegah pencemaran badan air sungai Gajah Wong 

sudah dilaksanakan dengan baik tetapi belum optimal dikarenakan kurangnya 

SDM. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa pengawasan dapat 

dilakukan secara langsung atau tidak langsung, akan tetapi Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan untuk di wilayah Kota Yogyakarta lebih sering melakukan 

pengawasan tidak langsung dengan menerima laporan dari penanggung jawab 

usaha yang kemudia laporan tersebut di evalusi hal tersebut dilakukan karena 

kurangnya SDM PPLH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

2. Pengelolaan Air limbah yang dilakukan oleh PT. Budi Makmur Jaya Murni 

sebagai upaya pencegahan pencemaran air sungai Gajah Wong sudah cukup baik. 

Adapun parameter yang melebihi baku mutu, dikarenakan baku mutu air sungai 
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Gajah Wong sebelum tercampur air limbah dari PT. BMJM memang sudah 

melebihi baku mutunya seperti BOD (Biological oxygen demand) pada bulan Mei 

2023 memang sudah dari awal sudah 4.9 mg/l yang seharusnya baku mutu BOD 

di angka 3 mg/l. Perubahan yang mencolok terkait baku mutu badan air sungai 

Gajah Wong, ada dibagian bahan kimia COD (Chemical Oxygen Demand) yang 

pada bulan Februari 2023 terjadi peningkatan sebesar 2.10 mg/l menjadi 27.10 

mg/l, seharusnya jika sesuai baku mutu ada di angka 25 mg/l tetapi jika melihat 

pada bulan-bulan berikutnya bahan kimia COD pada bulan April hingga Juni 

terjadi penurunan yang sangat signifikan. Sisanya untuk bahan kimia yang 

melebihi baku mutu memang dari awal sebelum tercampur dengan air limbah PT. 

BMJM sudah memiliki massa yang cukup besar dan melebihi baku mutunya.   

B. Saran 

Berdasarkan Kesimpulan yang diatas penulis menyampakan saran sebagai berikut: 

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat 

meningkatkan atau menambah jumlah SDM kepada tim PPLH, karena dengan 

kurang masksimalnya pengawasan yang dilakukan bisa menjadi celah bagi pelaku 

usaha dan/atau kegiatan yang nakal menyalahgunakan kesempatan tersebut. 

Menambahkan anggaran guna kelengkapan sarana dan prasana kepada tim PPLH 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga bisa meningkatkan produktivitas 

kinerja tim PPLH untuk melakukan pengawasan secara langsung. 

2. PT. Budi Makmur Jaya Murni bisa lebih meningkatkan pengelolaan air limbah 

penyamakan kulitnya untuk menjaga baku mutu air dan badan air sungai gajah 

wong, dengan adanya peningkatan tersebut bahan kimia COD (Chemical Oxygen 
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Demand) tidak akan melebihi parameter baku mutu air seperti yang telah terjadi 

pada bulan Februari. Hal tersebut juga jika dimaksimalkan bisa meningkatkan 

yang awalnya PROPER PT. Budi Makmur Jaya Murni berwarna Biru menjadi 

PROPER berwarna Hijau atau Emas.  
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